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PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Clg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

I (< pat dan tanggal lahir Serang, 16

Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Link. Ranca
Pulorida RT.004 RW.001 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya: Eko Pratama Putra, SHI., Afwan Rosmi
Fikriyuddin, SH., MH. &Yuslina, S.Sy. Para
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum
pada Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening yang beralamat
kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT.004 RW.003 No.97
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi
Banten; bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
tanggal 23 Januari 2019 dengan Nomor Register
15/K/1/2019/PA.Clg. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

I . tempat dan tanggal lahir Medan, 17

November 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Link. Ranca
Pulorida RT.004 RW.001 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, saat ini tidak
diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya

(Ghoib) sebagaimana Surat Keterangan Nomor:
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470/01/Pemth&Tibum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan
Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi

Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor
67/Pdt.G/2019/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat denganTergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 28 Oktober
2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1433H dicatat dan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon,Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/11/X/2012tertanggal 29 Oktober 2012;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pernikahan
pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana dilaksanakan
secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk
membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni
membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi
dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah, saling
mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan
penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT
sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:
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Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri

dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berpikir’;
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3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir
tinggal bersama di alamat Penggugat;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya
hubungan suami isteri(ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
harmonis, namun kurang lebih sejakbulan November 2012 keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:

5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

5.2 Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata-
kata binatang

5.3 Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat;

6. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana poin 5 (lima) di atas
mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk.
Sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tidak kembali, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan hingga kini antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya
kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil
menemukan Tergugat;

8. Bahwa upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah
tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua
keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak ke arah perbaikan bahkan
pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat
justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan,
sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan
agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk

tidak saling menyakiti;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa
cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat, hal mana membuat
keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sulit untuk dipertahankan
lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan
kepada Tergugatuntuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah,
mawaddah, warohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan
oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan
menurut perundang-undangan yang berlaku;

Primair:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;

2. Menjatunkan Talak Tergugat [ EGTGTcTcTcNGEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

terhadap Penggugat (I

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan AgamaCilegon berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan
melalui Radio Top FM sebagaimana Radio Top FM () tanggal 31 Januari 2019
dan Radio Top FM (ll) 28 Februari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara
menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar

jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
304/11/X/2012 Tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon,Provinsi Banten,, bukti tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi
1. saksi 1, IIGNNN''IIIIIBBE. . 28 tahun,
agama lIslam, pekerjaan Karyawan Swsata, bertempat tinggal di Link.

Ranca Pulorida RT.004 RW.001 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan

Pulomerak Kota Cilegon Saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak akhir tahun 2012;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak pantas
kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengucapkan talak kepada

Penggugat ketika marah kepada Penggugat;
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- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri
tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut;

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pada Saat bertengkar, Tergugat tidak memukul Penggugat,
hanya cekcok mulut saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumabh;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan
Tergugat tidak diketahui dimana berada sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari dan bertanya kepada teman
teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat
berada;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa sudah sering diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun
tidak berhasil;

- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi 2, |G, .. 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. Selirit RT.004 RW.005
Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Saksi tersebut
mengaku sebagai Adik Ipar, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa mereka suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua

Penggugat;
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- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan baik dan rukun namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak
bulan Oktober 2014;

- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar hal tersebut saksi ketahui dari
cerita isteri saksi;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak
bekerja hal ini saksi ketahui dari cerita isteri saksi;

- Bahwa mereka sudah pisah rumah;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat dimana
Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke
rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui lagi
keberadaannya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah
datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat
bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa tidak, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan
pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa tidak ada, sudah cukup;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan
Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan melalui media
massa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasanya, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa
hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai
dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara
sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah
Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,
maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara a quo, sebagaimana
maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi

sejak bulan Januari 2017 karena sering bertengkar yang disebabkan
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Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya, Tergugat
sering bermain judi online dan Tergugat jarang pulang tanpa memberikan
alasan yang jelas kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada
bulan Juli 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama
kepergian itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta
tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar
jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125
HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila
memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan
Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, in casu bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi
ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja
karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan
akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada
alasan ketidakharmonisan rumah tangga, maka Hakim wajib mendengar
keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak
berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2)
orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti authentik, secara formil
memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut
telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok,

secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
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terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam

pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio). Oleh karena

itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam

memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh
karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka
persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi
tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian
sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian
tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh
fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang
sah sejak tanggal 28 Oktober 2012;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
selayaknya suami isteri tidak dikaruniai anak;

e Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis
disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

e Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak
terjalin komunikasi yang baik, bahkan tidak diketahui lagi secara jelas
keberadaan dan kabar beritanya Tergugat sampai sekarang;

e Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan
secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan
Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide
Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang
sangat kuat (mitsagan ghalidzan) antara suami dan isteri, yang diantara
keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu
sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan
keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai perwujudan tujuan
perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan
kronologis suatu peristiwva hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan
yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 Oktober 2012
kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi
rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun tanpa komunikasi
yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup
rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan
Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah
tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri
dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit
pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan
pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya
untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi
hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan

menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
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tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri bahkan Tergugat tidak
diketahui lagi keberadaan dan kabar beritanya sampai sekarang. Fakta-fakta ini
menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah
tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik,
namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada
hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 5 tahun lalu sampai
sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi,
komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada
kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak
diketahui lagi keberadaan dan kabar beritanya, berdasarkan fakta-fakta ini
dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama
suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai
media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya
sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu
adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar
perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut,
maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing
pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana
terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat
dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus
menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah

(broken marriage) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
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hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan dalam bentuk

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya

akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;
Memperhatikan kaidah fighiyah sebagai berikut :

£

Aiaall Qs e 2388 Auaall 153

Artinya: “Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari
kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian
yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya
perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit
dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat
untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in
shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( GTcNIEzNG@GEEEE
Il ) terhadap Penggugat NG )
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 396.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal
12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1440 Hijriah oleh
kami Akbar Ali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Alvi
Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andini Puspita
Lestari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
didampingi tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Mahdys Syam, S.H. Akbar Ali, S.HI.
Hakim Anggota Il

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H.
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Perincian biaya:
- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses :Rp 50.000,-
Biaya Panggilan ‘Rp 300.000,-
Redaksi :Rp 10.000,-
Meterai :Rp 6.000.-
Jumlah :Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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